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PENUTUP
A. Kesimpulan

Pelaksanaan pendaftaran peralihan hak milik atas tanah karena pewarisan di
Kota Surakarta memiliki tujuan yaitu agar kepastian hukum terutama bagi ahli
waris dapat terjamin, supaya ada perlindungan hukum yang melandasi suatu
pemegang hak atas tanah khususnya sebagai ahli waris, dan tentunya agar
terciptanya tertib administrasi di Kota Surakarta. Dengan demikian,
pelaksanaan peralihan hak milik atas tanah di Kota Surakarta telah sesuai
dengan peraturan yang berlaku sebagimana yang tercantum dalam Peraturan
Pemerintah No 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Dari sepuluh
responden yang digunakan dalam penelitian ini terdapat delapan orang yang
telah selesai melakukan pendaftaran peralinan hak milik atas tanah karena
pewarisan, namun masih terdapat juga dua responden yang belum selesai dan
masih dalam proses pengurusan melakukan pendaftaran dan peralihan hak milik
atas tanah karena pewarisan. Meskipun sepuluh responden telah melakukan
pendaftaran peralihan hak milik atas tanah karena pewarisan, masih adanya
masyarakat yang kurang sadar mengenai pentingnya melakukan pendaftaran
peralihan hak milik atas tanah karena pewarisan dan masih adanya doktrin atau
pemikiran bahwa melakukan pendaftaran dan peralihan hak milik atas tanah
karena pewarisan itu rumit, adanya biaya yang perlu dikelurkan sehingga
kendala — kendala seperti itu menjadikan masyarakat terus menunda — nunda

untuk melakukan pendaftaran peralihan hak milik atas tanah karena pewarisan.
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B. Saran

1. Adanya sosialisasi atau pembinaan dari instansi terkait seperti dari Kantor
Pertanahan Surakarta untuk menjelaskan pentingnya melakukan
pendaftaran peralihan hak milik atas tanah karena pewarisan

2. Perlu adanya batasan atau jangka waktu yang diberikan dari pihak
Kelurahan/Kecamatan untuk melakukan proses pendaftaran peralihan hak
milik atas tanah karena pewarisan sehingga masyarakat tidak menunda —
nunda untuk melakukan pendaftaran dan peralihan

3. Perlunya penyuluhan mengenai proses dan prosedur yang akan dilakukan
untuk melakukan pendaftaran peralihan hak milik karena pewarisan
sehingga merubah pola pikir masyarakat bahwa Langkah — Langkah dan

prosesnya rumit.
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